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KATA PENGANTAR

Setiap bangsa memiliki Wawasan Kebangsaan yang merupakan visi bangsa
dan negara menuju masa depan. Kehidupan berbangsa dalam suatu negara
memerlukan suatu konsep cara pandangan atau Wawasan Kebangsaan. Wawasan
Kebangsaan dapat memberikan jaminan atas tercapainya kepentingan nasional. Hal
ini berarti bahwa Wawasan Kebangsaan memberikan gambaran dan arah yang jelas
bagi kelangsungan kehidupan dan keutuhan serta menjaga jati diri bangsa.

Derasnya pengaruh globalisasi dan era digital informasi, maka penataan
kehidupan berbangsa dan bernegara harus berjalan di atas rel kesepakatan
bersama, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal lka. Pancasila
sebagai landasan idiil, menjadi dasar bagi memantapkan pemahaman konsepsi
Wawasan Kebangsaan serta Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan
konstitusional yang merupakan sumber hukum tertinggi dari hukum yang berlaku di
Indonesia.

Dalam rangka penguatan Wawasan Kebangsaan pada masyarakat, modul
Wawasan Kebangsaan ini dapat digunakan secara aktif sebagai bahan
pembelajaran dan pendidikan Wawasan Kebangsaan untuk memperkuat nilai-nilai

kebangsaan, nasionalisme dan ketahanan nasional.

Singaraja, 27 Oktober 2022

Ketua Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan
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PENDAHULUAN

1.1. Deskripsi Singkat
Modul wawasan kebangsaan ini membahas tentang konsep dan pengertian
wawasan kebangsaan serta aktualisasi nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari

Empat Konsensus Dasar Berbangsa dan Bernegara.

1.2. Tujuan Pembelajaran

1.2.1. Hasil Belajar
Meningkatkan pemahaman dan dapat mengaplikasikan nilai nilai Wawasan
Kebangsaan.

1.2.2. Indikator Keberhasilan
a. Memahami konsep Wawasan Kebangsaan,;

b. Membangun karakter kebangsaan.

1.3. Metode Penyajian
Wawasan Kebangsaan disajikan dengan metode :
a. Ceramah

b. Diskusi



BAB I

WAWASAN KEBANGSAAN

2.1. Sejarah Wawasan Kebangsaan

Wawasan Kebangsaan lahir ketika bangsa Indonesia berjuang membebaskan
diri dari segala bentuk penjajahan, seperti penjajahan oleh Portugis, Belanda,
Inggris, dan Jepang. Perjuangan bangsa Indonesia yang waktu itu masih bersifat
lokal ternyata tidak membawa hasil, karena belum adanya persatuan dan kesatuan,
sedangkan di sisi lain kaum kolonial terus menggunakan politik adu domba atau
devide et impera. Kendati demikian, catatan sejarah perlawanan para pahlawan itu
telah membuktikan kepada kita tentang semangat perjuangan bangsa Indonesia
yang tidak pernah padam dalam usaha mengusir penjajah dari nusantara.

Dalam perkembangan berikutnya, muncul kesadaran bahwa perjuangan yang
bersifat nasional, yakni perjuangan yang berlandaskan persatuan dan kesatuan dari
seluruh bangsa Indonesia akan mempunyai kekuatan yang nyata.

Kesadaran tersebut kemudian mendapatkan bentuk dengan lahirnya
pergerakan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang merupakan tonggak awal
sejarah perjuangan bangsa yang bersifat nasional itu, yang kemudian disusul
dengan lahirnya gerakan-gerakan kebangsaan di bidang politik,
ekonomi/perdagangan, pendidikan, kesenian, pers dan kewanitaan.

Tekad perjuangan itu lebih dipertegas lagi dengan Sumpah Pemuda pada
tanggal 28 Oktober 1928 dengan ikrar “Satu Nusa, Satu Bangsa, dan menjunjung
tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia’. Wawasan kebangsaan tersebut
kemudian mencapai satu tonggak sejarah bersatu padu memproklamasikan

kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.



Dalam perjalanan sejarah itu telah timbul pula gagasan, sikap, dan tekad
yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa serta disemangati oleh cita-cita moral
rakyat yang luhur. Sikap dan tekad itu adalah pengejawantahan dari satu Wawasan

Kebangsaan.

2.2. Definisi Wawasan Kebangsaan

Istilah Wawasan Kebangsaan terdiri dari dua suku kata yaitu “Wawasan” dan
“‘Kebangsaan”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) dinyatakan bahwa
secara etimologis istilah “wawasan” berarti: (1) hasil mewawas, tinjauan, pandangan
dan dapat juga berarti (2) konsepsi cara pandang. Wawasan Kebangsaan sangat
identik dengan Wawasan Nusantara yaitu cara pandang bangsa Indonesia dalam
mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara
sebagai kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan
(Suhady dan Sinaga, 2006).

“Kebangsaan” berasal dari kata “bangsa” yang menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia (2002) berarti kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan,
adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Sedangkan
“kebangsaan” mengandung arti (1) ciri-ciri yang menandai golongan bangsa, (2)
perihal bangsa; mengenai (yang bertalian dengan) bangsa, (3) kesadaran diri
sebagai warga dari suatu negara. Dengan demikian wawasan kebangsaan dapat
diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri
sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara.

Prof. Muladi, Gubernur Lemhannas Rl (2005-2011), meyampaikan bahwa

wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan



lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam
penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kesatuan
atau integrasi nasional bersifat kultural dan tidak hanya bernuansa struktural
mengandung satu kesatuan ideologi, kesatuan politik, kesatuan sosial budaya,
kesatuan ekonomi, dan kesatuan pertahanan dan keamanan.

Wawasan kebangsaan menentukan cara bangsa mendayagunakan kondisi
geografis negara, sejarah, sosio-budaya, ekonomi dan politik serta pertahanan
keamanan dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasional. Wawasan
kebangsaan menentukan bangsa menempatkan diri dalam tata berhubungan
dengan sesama bangsa dan dalam pergaulan dengan bangsa lain di dunia
internasional. Wawasan kebangsaan mengandung komitmen dan semangat
persatuan untuk menjamin keberadaan dan peningkatan kualitas kehidupan bangsa
dan menghendaki pengetahuan yang memadai tentang tantangan masa kini dan
masa mendatang serta berbagai potensi bangsa.

Wawasan kebangsaan dapat juga diartikan sebagai sudut pandang/cara
memandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk
memahami keberadaan jati diri sebagai suatu bangsa dalam memandang dirinya
dan bertingkah laku sesuai falsafah hidup bangsa dalam lingkungan internal dan
lingkungan eksternal.

Dengan demikian dalam kerangka NKRI, wawasan kebangsaan adalah cara
kita sebagai bangsa Indonesia di dalam memandang diri dan lingkungannya dalam
mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara
sebagai kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan,

dengan berpedoman pada falsafah Pancasila dan UUD 1945 atau dengan kata lain



bagaimana kita memahami Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan Politik,

Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan Keamanan.

2.3.

2.4.

Makna Wawasan Kebangsaan

Wawasan Kebangsaan bagi bangsa Indonesia memiliki makna :
Wawasan kebangsaan mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar
menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa
dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
Wawasan kebangsaan mengembangkan persatuan Indonesia sedemikian rupa
sehingga asas Bhinneka Tunggal Ika dipertahankan;
Wawasan kebangsaan tidak memberi tempat pada patriotisme yang licik;
Dengan wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh pandangan hidup Pancasila,
bangsa Indonesia telah berhasil merintis jalan menjalani misinya di tengah-
tengah tata kehidupan di dunia;
NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur bertekad untuk
mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir batin, sejajar

dengan bangsa lain yang sudah maju.

Nilai Dasar Wawasan Kebangsaan

Nilai Wawasan Kebangsaan yang terwujud dalam persatuan dan kesatuan

bangsa memiliki enam dimensi yang bersifat mendasar dan fundamental, yaitu:

a.

Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan
Tuhan Yang Maha Esa,;
Tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan

bersatu;



c. Cinta akan tanah air dan bangsa;
d. Demokrasi atau kedaulatan rakyat;
e. Kesetiakawanan sosial,

f. Masyarakat adil-makmur.

2.5.  Unsur Dasar Wawasan Kebangsaan
Unsur dasar Wawasan Kebangsaan terdiri dari 3 unsur yaitu :

a. Wadah (Contour)
Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara mencakup seluruh
wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba nusantara dengan kekayaan alam
dan penduduk serta aneka ragam budaya. Bangsa Indonesia mempunyai
organisasi kenegaraan yang merupakan wadah beragam kegiatan kenegaraan
dalam bentuk supra struktur politik dan wadah dalam kehidupan bermasyarakat
pada berbagai kelembagaan dalam bentuk infra struktur politik.

b. Isi (Content)
Isi (Content) merupakan aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan
cita-cita serta tujuan nasional.

c. Tatalaku (Conduct)
Hasil interaksi antara wadah dan isi wawasan kebangsaan akan berwujud tata
laku, yang terdiri dari :
1. Tata laku Lahiriah yaitu tercermin dalam perbuatan, tindakan dan perilaku

dari bangsa Indonesia.

2. Tata laku Bathiniah yaitu mencerminkan jiwa, semangat dan mentalitas yang

baik dari bangsa Indonesia.



Kedua tata laku tersebut mencerminkan identitas kepribadian / jati diri bangsa
berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan yang mempunyai rasa bangga dan
cinta terhadap bangsa dan tanah air sehingga menyebabkan rasa nasionalisme

yang tinggi dalam segala aspek kehidupan nasional

2.6. Asas Wawasan Kebangsaan

Merupakan ketentuan-ketentuan dasar yang harus dipatuhi, dipelihara, ditaati
dan diciptakan agar terwujud demi tetap taat dan setianya unsur / komponen
pembentuk bangsa Indonesia (golongan/suku) terhadap kesepakatan (commitment)
bersama. Asas Wawasan Kebangsaan terdiri dari:
a. Kepentingan/Tujuan yang sama
b. Solidaritas
c. Keadilan
d. Kerjasama
e. Kejujuran

f. Kesetiaan terhadap kesepakatan

2.7. Hakekat Wawasan Kebangsaan

Hakekat Wawasan Kebangsaan adalah keutuhan nasional, dalam pengertian
cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup nusantara dan demi
kepentingan nasional. Berarti setiap warga negara dan aparatur negara wajib
berfikir, bersikap dan bertindak secara utuh menyeluruh dalam lingkup dan demi

kepentingan bangsa termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh lembaga negara.



2.8. Hubungan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

Dalam penyelenggaraan kehidupan nasional agar senantiasa mengarah pada
pencapaian tujuan nasional diperlukan suatu landasan dan pedoman yang kokoh
berupa konsepsi wawasan kebangsaan untuk mewujudkan aspirasi bangsa serta
kepentingan dan tujuan nasional.
Wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan wawasan nusantara yang tidak
lain adalah pedoman bagi proses pembangunan nasional menuju tujuan nasional.
sedangkan ketahanan nasional adalah kondisi yang harus diwujudkan agar proses
pencapaian tujuan nasional tersebut dapat berjalan dengan sukses. Secara ringkas
dapat dikatakan bahwa wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional merupakan
dua konsepsi dasar yang saling mendukung sebagai pedoman bagi
penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara agar tetap jaya dan

berkembang seterusnya.

2.9. Kepentingan Wawasan Kebangsaan

Wawasan Kebangsaan merupakan konsep politik bangsa Indonesia yang
memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, meliputi tanah (darat), air
(laut) termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya dan udara di atasnya secara tidak
terpisahkan, yang mempersatukan bangsa dan negara secara menyeluruh
mencakup segenap bidang kehidupan nasional yang meliputi aspek ekonomi, politik,
sosial budaya, dan hankam.

Wawasan Kebangsaan sebagai konsepsi politik dan kenegaraan yang
merupakan manifestasi pemikiran politik bangsa Indonesia. Sebagai satu kesatuan
negara kepulauan, secara konseptual, geopolitik Indonesia dituangkan dalam salah

satu doktrin nasional yang disebut Wawasan Nusantara dan politik luar negeri bebas



aktif. Sedangkan geostrategi Indonesia diwujudkan melalui konsep Ketahanan
Nasional yang bertumbuh pada perwujudan kesatuan ideologi, ekonomi, politik,

sosial budaya dan pertahanan keamanan.



BAB Il

EMPAT KONSESUS DASAR BERBANGSA DAN BERNEGARA

3.1. Pancasila
3.1.1. Pancasila dari Perspektif Historis

Sebelum lahirnya Indonesia, masyarakat yang menempati kepulauan yang
sekarang menjadi wilayah geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
dikenal sebagai masyarakat religius dengan pengertian mereka adalah masyarakat
yang percaya kepada Tuhan, sesuatu yang memiliki kekuatan yang luar biasa
mengatasi kekuatan alam dan manusia. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai
kepercayaan dan agama-agama yang ada di Indonesia antara kira-kira tahun 2000
SM zaman Neolitikum dan Megalitikum. Antara lain berupa “Menhir” yaitu sejenis
tiang atau tugu dari batu, kubur batu, punden berundak-undak yang ditemukan di
Pasemah pegunungan antara wilayah wilayah Palembang dan Jambi, di daerah
Besuki Jawa Timur, Cepu, Cirebon, Bali dan Sulawesi. Menhir adalah tiang batu
yang didirikan sebagai ungkapan manusia atas zat yang tertinggi, yang Tunggal atau
Sesuatu Yang Maha Esa yaitu Tuhan.

Rasa kesatuan sebagai sebuah komunitas juga tercermin pada berbagai
ungkapan dalam bahasa-bahasa daerah di seluruh nusantara yang mengandung
pengertian “tanah air” sebagai ekspresi pengertian persataun antara tanah dan air,
kesatuan wilayah yang terdiri atas pulau-pulau, lautan dan udara: “tanah tumpah
darah” yang mengungkapkan persatuan antara manusia dan alam sekitarnya antara
bui dan orang disekitarnya. Ungkapan “Bhinneka Tunggal lka” yang mengandung

cita-cita kemanusiaan dan perastuan sekaligus, yang juga bersumber dari sejarah
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bangsa indonesia dengan adanya kerajaan yang dapat digolongkan bersifat nasional
yaitu Sriwijaya dan Majapahit.

Berpangkal tolak dari struktur sosial dan struktur kerohanian asli bangsa
indonesia, serta diilhami oleh ide-ide besar dunia, maka pendiri Negara kita yang
terhimpun dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(BPUPKI) dan terutama dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI),
memurnikan dan memadatkan nilai-nilai yang sudah lama dimiliki, diyakini dan
dihayati kebenarannya oleh manusia indonesia. Kulminasi dari endapan nilai-nilai
tersebut dijadikan oleh para pendiri bangsa sebagai soko guru bagi falsafah negara
indonesia modern yakni pancasila yang rumusannya tertuang dalam UUD 1945,
sebagai ideologi negara, pandangan hidup bangsa, dasar negara dan sumber dari
segala sumber hukum Indonesia.

Pancasila secara sistematik disampaikan pertama kali oleh Ir. Soekarno di
depan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Oleh Bung Karno dinyatakan
bahwa Pancasila merupakan philosofische grondslag, suatu fundamen, filsafaat,
pikiran yang sedalam-dalamnya, merupaan landasan atau dasar bagi negara
merdeka yang akan didirikan. Takdir kemajemukan bangsa indonesia dan kesamaan
pengalaman sebagai bangsa terjajah menjadi unsur utama yang lain mengapa
Pancasial dijadikan sebagai landasan bersam abagi fondasi dan cita-cita berdirinya
negara Indonesia merdeka. Kemajemukan dalam kesamaan rasa dan pengalaman
sebagai anaka jajahan ini menemunkan titik temunya dalam Pancasila,
menggantikan beragam keinginan subyektif beberapa kelompok bangsa Indonesia
yang menghendaki dasar negara berdasarkan paham agama maupun ideologi dan
semangat kedaerahan tertentu. Keinginan-keinginan  kelompok tersebut

mendapatkan titik teunya pada Pancasila, yang kemudian disepakati sebagai
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kesepakatan bersama sebagai titik pertemuan beragam komponen yang ada dalam
masyarakat Indonesia.

Selain berfungsi sebagai landasan bagi kokoh tegaknya negara dan bangsa,
Pancasila juga berfungsi sebagai bintang pemandu atau Leitstar, sebagai ideologi
nasional, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai perekat atau pemersatu
bangsa dan sebagai wawasan pokok bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita
nasional. Pancasila merupakan wadah yang cukup fleksibel, yang dapat mencakup
paham-paham positif yang dianut oleh bangsa Indonesia, dan paham lain yang
positif tersebut mempunyai keleluasaan yang cukup untuk memperkembangkan diri.
Yang ketiga, karenasila-sila dari Pancasila itu terdiri dari nilai-nilai dan norma-norma
yang positif sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia, dan nilai serta
norma yang bertentangan, pasti akan ditolak oleh Pancasila, misalnya Atheisme dan
segala bentuk kekafiran tak beragama akan ditolak oleh bangsa Indonesia yang
bertuhan dan beragama.

Pentingnya kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia dalam hidup
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga gagasan dasar yang berisi
konsep, prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila harus berisi kebenaran
nilai yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Dengan demikian rakyat rela
menerima, meyakini dan menerapkan dalam kehidupan yang nyata, untuk
selanjutnya dijaga kokoh dan kuatnya gagasan dasar tersebut agar mampu
mengantisipasi perkembangan zaman. Untuk menjaga, memelihara, memperkokoh
dan mensosialisasikan Pancasila maka para penyelenggara Negara dan seluruh
warga Negara wajib memahami, meyakini dan melaksankaan kebenaran nilai-nilali

Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
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3.1.2. Makna dan Fungsi Pancasila
Makna dan Fungsi Pancasila dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Pancasila sebagai Dasar Negara
Dasar Negara merupakan alas atau fundamen yang menjadi pijakan dan mampu
memberikan kekuatan kepada berdirinya sebuah Negara. Negara Indonesia
dibangun juga berdasarkan pada suatu landasan atau pijakan yaitu Pancasila.
Pancasila, dalam fungsinya sebagai dasar Negara, merupakan sumber kaidah
hukum yang mengatur Negara Republik Indonesia, termasuk di dalamnya
seluruh unsur-unsurnya yakni pemerintah, wilayah dan rakyat. Pancasila dalam
kedudukannya seperti inilah yang merupakan dasar pijakan penyelenggaraan
Negara dan seluruh kehidupan negar Republik Indonesia.
Makna Pancasila Sebagai Dasar Negara ialah Pancasila berperan sebagai
landasan dan dasar bagi pelaksanaan pemerintahan, membentukan peraturan,
dan mengatur penyelenggaraan negara. Melihat dari makna pancasila sebagai
dasar negara kita tentu dapat menyimpulkan bahwa pancasila sangat berperan
sebagai kacamata bagi bangsa Indonesia dalam menilai kebijakan pemeritahan
maupun segala fenomena yang terjadi di masyarakat.

b. Pancasila Sebagai Pedoman Hidup
Disini Pancasila berperan sebagai dasar dari setiap pandangan di Indonesia
Pancasila haruslah menjadi sebuah pedoman dalam mengambil keputusan

c. Pancasila Sebagai Jiwa Bangsa
Pancasila haruslah menjadi jiwa dari bangsa Indonesia. Pancasila yang
merupakan jiwa bangsa harus terwujud dalam setiap lembaga maupun

organisasi dan insan yang ada di Indonesia
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d. Pancasila Sebagai Kepribadian Bangsa
Kepribadian bangsa Indonesia sangatlah penting dan juga menjadi identitas
bangsa Indonesia. Oleh karena itu Pancasila harus diam dalam diri tiap pribadi
bangsa Indonesia agar bisa membuat Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa.

e. Pancasila Sebagai Sumber Hukum
Pancasila menjadi sumber hukum dari segala hukum yang berlaku di Indonesia.
Atau dengan kata lain Pancasila sebagai dasar negara tidak boleh ada satu pun
peraturan yang bertentangan dengan Pancasila

f. Pancasila Sebagai Cita Cita Bangsa
Pancasila yang dibuat sebagai dasar negara juga dibuat untuk menjadi tujuan
negara dan cita cita bangsa. Kita sebagai bangsa Indonesia haruslah
mengidamkan sebuah negara yang punya Tuhan yang Esa punya rasa
kemanusiaan yang tinggi, bersatu serta solid, selalu bermusyawarah dan juga
munculnya keadilan sosial.

g. Pancasila sebagai Ideologi Negara
Dalam pengertian sehari-hari, ideo disamakan artinya dengan “cita-cita”. Cita-
cita yang dimaksud adalah cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai
sehingga cita-cita itu sekaligus merupakan dasar atau pandangan/paham.
Hubungan manusia dan cita-citanya disebut dengan ideologi. ldeologi berisi
seperangkat nilai, dimana nilai-nilai itu menjadi cita-citanya atau manusia
bekerja dan bertidak untuk mencapai nilai-nilai tersebut. Ideologi yang pada
mmulanya berisi seperangkat gagasan, dan cita-cita berkembang secara luas
menjadi suatu paham mengenai seperangkat nilai atau pemikiran yang dipegang
oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menjadi pegangan hidup. Adapun

ideologi negara itu termasuk dalam golongan pengetahuan sosial, dan tepatnya
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dapat digolongkan ke dalam ilmu politik sebagai anak cabangnya. Bila kita
terapkan rumusan ini pada Pancasila dengan definisi-definisi filsafat dapat kita
simpulkan bahwa Pancasila itu ialah hasil usaha pemikiran manusia untuk
mencari kebenaran, kemudian sampai mendekati atau menganggap suatu
kesanggupan yang digenggamnya seirama dengan ruang dan waktu. Hasil
pemikiran manusia indonesia yang sungguh-sungguh secara sistematis radikal
itu kemudian dituangkan dalam suatu rangkaian kalimat yang mengandung satu
pemikiran yang bermakna bulat dan utuh untuk dijadikan dasar, asas dan
pedoman atau norma hidup dan kehidupan bersama dalam rangka perumusan
satu negara indonesia merdeka, yang diberi nama Pancasila. Secara umum,
makna dari Pancasila sebagai ideologi negara adalah Pancasila sebagai dasar
sistem kenegaraan untuk seluruh warga negara Indonesia yang berdasar cita —
cita bangsa. Selain itu, pancasila juga bermakna sebagai nilai integratif negara.
Berikut adalah penjelasan dari makna dari Pancasila sebagai ideologi negara.
1. Sebagai cita-cita Negara
Ideologi Pancasila sebagai cita — cita negara berarti bahwa nilai — nilai
dalam Pancasila diimplementasikan sebagai tujuan atau cita — cita dari
penyelenggaraan pemerintahan negara. Secara luas dapat diartikan bahwa
nilai — nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila menjadi visi atau arah
dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Visi atau arah
yang dimaksud adalah terwujudnya kehidupan yang berdasar Ketuhanan
Yang Maha Esa, berperi kemanusiaan, menjunjung tinggi persatuan, pro
rakyat, serta adil dan makmur. Dengan begitu, sudah sewajarnya apabila
Pancasila diamalkan dalam seluruh aspek kehidupan. Akan tetapi, contoh

yang paling menggambarkan makna Pancasila sebagai ideologi negara
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adalah dengan mengamalkan nilai Pancasila di bidang politik. Contoh
penerapan nilai—nilai pancasila dalam bidang politik ada banyak sekali
bentuknya. Sebagai contoh, pemilihan umum yang dilakukan secara
langsung, sebagai perwujudan dari sila ke-empat.Dan juga, penetapan
kebijakan — kebijakan yang lebih mementingkan kepentingan rakyat dari
pada kepentingan pribadi atau golongan. Hal itu sesuai dengan Pancasila
sila kelima.

Sebagai nilai integratif bangsa dan Negara

Pancasila sebagai ideologi negara yang diwujudkan dalam nilai integratif
bangsa dan negara membuat Pancasila menjadi sarana untuk menyatukan
perbedaan bangsa Indonesia. Seperti yang kita tahu, Negara Indonesia
terdiri dari suku, agama, dan ras yang berbeda. Tanpa adanya sebuah
sarana untuk menyatukan perbedaan tersebut, persatuan dan kesatuan
bangsa akan sulit dicapai. Disitulah makna dari Pancasila sebagai ideologi
negara memegang peran yang penting untuk persatuan dan kesatuan.
Sebagai wujud nilai bersama yang menjadi pemecah konflik atau penyetara

kesenjangan.

Sedangkan fungsi Pancasila sebagai Ideologi Negara, setidaknya memiliki

empat fungsi pokok dalam kehidupan bernegara, yaitu:

1.

Mempersatukan bangsa, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan
kesatuan itu. Fungsi ini sangatlah penting bagi bangsa Indonesia karena
sebagai masyarakat majemuk sering kali terancam perpecahan.

Membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Pancasila

memberi gambaran cita-cita bangsa Indonesia sekaligus menjadi sumber
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motivasi dan tekad perjuangan mencapai cita-cita, menggerakkan bangsa
melaksanakan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.

3. Memberikan tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas
bangsa. Pancasila memberi gambaran identitas bangsa Indonesia, sekaligus
memberi dorongan bagi nation and character building berdasarkan
Pancasila.

4. Menyoroti kenyataan yang ada dan mengkritisi upaya perwujudan cita-cita
yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila menjadi ukuran untuk
melakukan kritik mengenai keadaan Bangsa dan Negara.

Sebagai ideologi bangsa, nilai-nilai dan cita-cita bangsa yang terkandung dalam

Pancasila tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dan kekayaan

rohani moral dan budaya masyarakat Indonesia sendiri, dan bukan gagasan,

konsep pengertian dasar, cita-cita dan ideologi keyakinan sekelompok orang,
melainkan hasil musyawarah dan konsesus dari masyarakat. Oleh karena itu

Pancasila ideologi terbuka, karena digali dan ditemukan dalam masyarakat itu

sendiri dan tidak diciptakan oleh Negara. Pancasila adalah milik seluruh rakyat

Indonesia, karena masyarakat Indonesia menemukan kepribadiannya di dalam

Pancasila itu sendiri sebagai ideologinya.

. Pancasila sebagai Falsafah Negara

Pancasila dalam kedudukannya ini sering disebut sebagai Dasar Filsafat atau
Dasar Falsafah Negara (Philosofische Gronslag) dari Negara. Dalam pengertian
ini pacasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur
pemerintahan, termasuk juga penyelenggaraan Negara. Konsekuensinya
seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara terutama segala peraturan

perundangan-undangan termasuk proses reformasi dalam segala bidang
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dewasa ini dijabarkna diderivasikan dari nilai-nilai Pancasila. Maka pancasila
merupakan sumber dari segala sumber hukum, pancasila merupakan sumber
kaidah hukum Negara yang secara konstitusional mengatur Negara Republik
Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya yaitu rakyat wilayah, beserta
pemerintah Negara.

Pancasila sebagai dasar filsafat Negara Indonesia pada hakikatnya adalah
sebagaimana nilai-nilainya yang bersifat fundamental menjadi suatu sumber dari
segala sumber hukum dalam Negara Indonesia menjadi wadah yang fleksibel
bagi paham-paham positif untuk berkembang dan menjadi dasar ketentuan yang
menolak paham-paham yang bertentangan dengan pancasila seperti atheism,
liberalism, kapitalisme, komunisme, marxisme dan sebagainya yang tidak
mengakar dalam budaya bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai falsafah kategori pertama adalah perwujudan bentuk
bangunan yang diangan-angankan dalam penggambaran diatas kertas, dan
Pancasila sebagai falsafah kategori yang kedua adalah adanya lokasi serta
tingkat ketersediaan bahan-bahan untuk merealisasikan bangunan yang dicita-
citakan. Pancasila sebagai falsafah yang dimaksudkan adalah tiap sila
didalamnya yang (oleh karena perkembangan sejarah) selain masih tetap
berfungsi sebagai landasan ideologis, iapun telah memperoleh nilai-nilai falsafi
didalam dirinya, yang dapat kita masukkan kedalamnya adalah sila Ketuhanan
Yang Maha Esa dan sila Persatuan Indonesia.

Demikianlah bahwa Pancasila sebagai dasar filsafat negara pendangan hidup
bangsa dan negara, bukanlah hanya untuk sebuah rangkaian kata-kata yang
indah namun semua itu harus kita wujudkan dan diaktualisasikan di dalam

berbagai bidang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
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seingga terwujudlah bangsa yang harmonis dalam proses pemerintahan yang
mengedepankan asas Pancasila yang kemudian menjadi indikator dalam setiap

kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa
Setiap manusia di dunia pasti mempunyai pandangan hidup. Pandangan hidup
adalah suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari
kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur. Pandangan hidup berfungsi sebagai
pedoman untuk mengatur hubungan manusia dengan sesama, lingkungan dan
mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Pandangan hidup yang diyakini
suatu masyarakat maka akan berkembang secara dinamis dan menghasilkan
sebuah pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup bangsa adalah kritalisasi
nilai-nilali yang diyakini kebenarannya maupun manfaatnya oleh suatu bangsa
sehingga darinya mampu menumbuhkan tekad untuk mewujudkannya di dalam
sikap hidup sehari-hari.

Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Pancasila memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Bisa dijadikan petunjuk untuk menyelesaikan berbagai persoalan atau
permasalahan yang ada di masyarakat.

2. Bangsa Indonesia mempunyai petunjuk atau cara untuk menyelesaikan
persoalan budaya, sosial, ekonomi, dan politik.

3. Bangsa Indonesia bisa membangun dirinya sesuai dengan kepribadian yang
berkarakter atau ciri khas dari bangsa Indonesia. Konsep dasar dari cita-cita
bangsa Indonesia sudah terkandung di dalamnya diantaranya adalah
keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

4. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar dan luas. Memiliki ratusan

adat istiadat, mempunyai ratusan bahasa dan sebagainya. Namun dengan
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pancasila kita bisa bersatu. Mungkin kata yang lebih sederhananya adalah

pancasila merupakan pemersatu bangsa Indonesia.

J. Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa

Bangsa Indonesia dengan beraneka ragam suku, agama, dan ras memerlukan
tali pengikat untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan agar tercipta kehidupan
yang harmonis di antara warga masyarakat. Tali pengikat itu adalah cita-cita,
pandangan hidup yang dianggap ideal, dan sesuai dengan falsafah bangsa.

Dalam Pancasila tercantum sangat jelas pada sila Pancasila yang ketiga yaitu
Persatuan Indonesia. Maknanya Pancasila menekankan dan menjungjung tinggi
persatuan bangsa. Pancasila dianggap sebagai alat pemersatu karena berisi
cita-cita dan gambaran tentang nilai-nilai ideal yang akan diwujudkan bangsa ini.
Pancasila melandasi semua kehidupan kenegaraan, berbangsa, dan
bermasyarakat sehingga fungsi dan kedudukan Pancasila adalah sebagai alat
pemersatu bangsa, yaitu untuk menyatukan semua perbedaan yang ada di

Indonesia.

3.1.3. Wawasan Pokok Tiap-tiap Sila dalam Pancasila

Manusia sebagai makhluk Tuhan untuk merealisasikan nilai-nilai agama yang
hakikatnya berupa nilai-nilai kebaikan, kebenaran dan kedamaian dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara. Selain itu negara adalah suatu lembaga kemanusiaan
suaut lembaga kemasyarakatan yang anggota-anggotanya terdiri atas manusia
diadakan oleh manusia untuk manusia, bertujuan melindungi dan mensejahterakan
manusia sebagai warganya. Maka negara bekewajiban untuk merealisasikan

kebaikan, kebenaran, kesejahteraan, keadilan perdamaian untuk seluruh warganya.
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Hubungan antara negara dengan landasan sila pertama adalah berupa hubungan
yang bersifat mutlak dan tidak langsung. Hal ini sesuai dengan asal mula bahan
Pancasila yaitu berupa nilai-nilai agama, nilai-nilai kebudayaan yang telah ada pada
bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala yang konsekuensinya harus
direalisasikan dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. Singkatnya dengan
sangat jelas hubungan negara dengan sila pertama adalah tentang keberadaan dan
eksistensi. Karena hanya dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa lah maka
negara Indonesia ada, dengan demikian ini menandakan bahwa negara Indonesia
merupakan negara yang beragama, yang saling menghormati kepercayaan setiap
pemeluknya dengan jiwa toleransi yang sepadan dengan pendekatan pada sila
pertama ini.
a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
Bermakna bahwa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketagwaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa dan oleh karenanya manusia Indonesia percaya dan
taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan
masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
Secara umum, inti sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah kesesuaian sifat-sifat
dan hakikat negara dengan hakikat Tuhan. Kesesuaian itu dalam arti kesesuaian
sebab-akibat. Maka dalam segala aspek penyelenggaraan Negara Indonesia
harus sesuai dengan hakikat nilai-nilai yang berasal dari Tuhan, yaitu nilai-nilai
agama. Umum diketahui, pendukung pokok dalam penyelenggaraan Negara
adalah manusia, sedangkan hakikat kedudukan kodrat manusia adalah sebagai
makhluk Tuhan. Dalam pengertian ini hubungan antara manusia dengan Tuhan

juga memiliki hubungan sebab-akibat. Tuhan adalah sebagai sebab yang
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pertama atau kausa prima, maka segala sesuatu termasuk manusia adalah
merupakan ciptaan Tuhan.

Hubungan manusia dengan Tuhan, yang menyangkut segala sesuatu yang
berkaitan dengan kewajiban manusia sebagai makhluk Tuhan terkandung dalam

nilai-nilai agama, maka menjadi suatu kewajiban.

Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Bermakna bahwa pada hakekatnya manusia Indonesia harus diakui dan
diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan
Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, yang sama haknya dan kewajiban-
kewajiban asasinya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama dan
kepercayaan, jenis kelamin, keudukan social, warna kulit dan sebagainya.
Karena itu dikembangkanlah sikap saling mencintai sesame manusia, sikap
tenggang rasa serta sikap tidak diskriminatif terhadap orang lain.

Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menjunjung tinggi nilai
kemanusiaan, melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan dan berani membela
kebenaran dan keadilan. Manusia adalah sederajat, maka bangsa Indonesia
merasakan dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu
dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa
lain. Kemanusiaan atau perikemanusiaan merupakan sifat yang dimiliki oleh
setiap insan manusia, sehingga pada dasarnya manusia itu sama secara
universal. Sila ini dengan tegasnya mengandung makna bahwa keadilan itu milik
semua insan, perbedaan suku, ras, bahkan agama haruslah menjadi kekuatan
tentang adanya bangsa ini bukan sebaliknya, karena pada dasarnya setiap

manusia itu memiliki persamaan derajat dan hak yang sama.
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C.

Sila Persatuan Indonesia

Bermakna bahwa menusia Indonesia harus hidup menjaga persatuan, kesatuan
serta kepentingan dan keselamatan Bangsa dan Negara di atas kepentingan
pribadi dan golongan. Menempatkan kepentingan Negara dan bangsa di atas
kepentingan pribadi dan golongan, berarti manusia Indonesia sanggup rela
berkorban untuk kepentingan Negara dan bangsa, bila diperlukan. Secara lebih
luas sikap rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa dapat
dikembangkan ke dalam sikap kemanusiaan.

Lebih luas lagi, yakni bingkai ikut memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Namun demikian
persatuan harus dikembangkan tidak bertentangan dengan kodrat Indonesia
yang majemuk. Dalam konteks ini persatuan dikembangkan dalam seloka pada
Pancasila “Bhinneka Tunggal lka” yang pengertiannya adalah “kesatuan dalam
keragaman Indonesia”, bukan “penyeragaman dalam/demi kesatuan”. Diktum
terahir selain melawan takdir kemajemukan Tuhan atas kehidupan, ia juga
berpotensi membelenggu potensi dinamis yang ada pada manusia yang selalu
berubah dan berkembang. Inilah semangat yang harus dijunjung oleh segenap

manusia dan penyelenggara negara.

Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan Perwakilan

Bermakna bahwa manusia Indonesia sebagai warga Negara dan warga
masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
Dalam menggunakan hak-haknya ia menyadari perlunya selalu memperhatikan
dan mengutamakan kepentingan Negara dan kepentingan masyarakat. Karena

mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, maka pada dasarnya
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tidka boleh ada suatu kehendak yang dipaksakan kepada pihak lain. Sebelum
diambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama terlebih dahulu
diadakan musyawarah, keputusan diusahakan sekuat tenaga dihasilkan melalui
kemuafakatan. Musyawarah untuk mencapai mufakat ini, diliputi oleh semangat
kekeluargaan, yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia.

Manusia Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi setiap hasil keputusan
musyawarah, karena semua pihak yang bersangkutan harus menerimanya dan
melaksanakannya dengan baik dan tanggung jawab. Di sini kepentingan
bersalamah yang diutamakan di atas kepentingan pribadi dan golongan.
Pembinaan dalam musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan
hati nurani yang luhur. Keputusan-keputusan yang diambil harus dapat
dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan
keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan, demi kepentingan hidup
bersama.

Kaitannya dengan sila keempat ini, maka segala aspek penyelenggaraan negara
harus sesuai dengan sifat-sifat dan hakekat rakyat, yang merupakan suatu
keseluruhan penjumlahan semua warga negara yaitu negara Indonesia. Maka
dalam penyelenggaraan negara bukanlah terletak pada monopoli satu orang
atau sebuah kelompok mayoritas yang menentukan nasib kelompok lain atau
kelompok minoritas. Sebaliknya kebijakan negara harus diputuskan seara
rasional dimana semua komponen masyarakat (di parlemen melalui wakil-wakil
rakyat) terlibat dalam proses pengambilan keputusan secara demokratis,
partisipatoris dan sejajar yang bersendikan semangat gotong royong atau

permufakatan (demokrasi deliberatif). Demokrasi model ini dalam praktiknya
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tidak semata-mata demokrasi untuk demokrasi, tetapi demokrasi yang
didekikasikan untuk perbaikan kesejahteraan rakyat semesta. Inilah demokrasi
dengan pengertiannya yang lebih substansial yang sejalan dengan nilai-nilai
Pancasila. Berbeda dengan demokrasi barat yang bertumpu pada prinsip
supremasi individualisme setiap warga negaranya, demokrasi Indonesia
hendaknya mengakar pada prinsip-prinsip kerkyatan yang dipimpin oleh hikmah
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Maka demokrasi yang bersendi pada liberalisme yang individualistik tidak sesuai
dengan demokrasi yang selayaknya diterapkan di Indonesia yang memiliki
karakter kolektifitas. Demokrasi di Indonesia tidak semata-mata untuk membela
dan mengakomodasi hak pribadi, tetapi juga harus mengakomodasi kepentingan

bersama.

Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Bermakna bahwa keadilan pada sila kelima Pancasila mengandung makna sifat-
sifat dan keadaan Negara Indonesia harus sesuai dengan hakikat adil, yaitu
pemenuhan hak dan wajib pada kodrat manusia hakikat keadilan ini berkaitan
dengan hidup manusia, yaitu hubungan keadilan antara manusia satu dengan
lainnya, dalam hubungan hidup manusi dengan Tuhannya, dan dalam hubungan
hidup manusia dengan dirinya sendiri (Notonegoro). Keadilan ini sesuai dengan
makna yang terkandung dalam sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan
beradab. Selanjutnya hakikat adil sebagaimana yang terkandung dalam sila
kedua ini terjelma dalam sila kelima, yaitu memberikan kepada siapapun juga
apa yang telah menjadi haknya oleh karena itu inti sila keadilan social adalah

memenuhi hakikat adil.
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Realisasi keadilan dalam praktek kenegaraan secara kongkrit keadilan sosial ini

mengandung cita-cita kefilsafatan yang bersumber pada sifat kodrat manusia

yang monodualis, yaitu sifat kodrat manusia sebagai individu dan makhluk
sosial. Hal ini menyangkut realisasi keadilan dalam kaitannya denga nnegara

Indonesia sendiri (dalam lingkup nasional) maupun dalam hubungan negara

Indonesia dengan Negara lain (lingkup internasional).

Dalam lingkup nasional realisasi keadilan diwujudkan dalam tiga segi (keadilan

segitiga) yaitu :

1. Keadilan distributive, yaitu keadilan antara negara dengan warganya. Negara
wajib memenuhi keadilan terhadap warganya yaitu wajib membagi-bagikan
terhadap warganya apa yang telah menjadi haknya.

2. Keadilan bertaat (legal), yaitu hubungan keadilan antara warga negara
terhadap negara. Jadi dalam pengertian keadilan terhadap warganya yaitu
wajib memenuhi keadilan terhadap negaranya.

3. Keadilan komulatif, yaitu keadilan antara warga negara yang satu dengan
yang lainnya, atau dengan perkataan lain hubungan keadilan antara warga

negara.

3.2. Undang-Undang Dasar 1945
3.2.1. Historis dilihat dari Sudut Pandang Pembentukan dan Penetapan

Naskah Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei sampai 16 Juli
1945 oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).
Pada masa itu Ir Soekarno menyampaikan gagasan dasar pembentukan negara

yang beliau sebut Pancasila. Gagasan itu disampaikan dihadapan panitia BPUPKI
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pada siang perdana mereka tanggal 28 Mei 1945 dan berlangsung hingga tanggal 1
Juni 1945.

Setelah dihasilkan sebuah rancangan UUD, berkas rancangan tersebut
selanjutnya diajukan ke Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dan
diperiksan ulang. Dalam siding pembahasan, terlontar beberapa usualn
penyempurnaan. Akhirnya, setelah melali perdebatan, maka dicapai persetujuan
untuk diadakan beberapa perubahan dan tambahan atas rancangan UUD yang
diajukan BPUPKI. Perubahan pertama pada kalimat Mukadimah adalah rumusan
kalimat yang diambil dari Piagam Jakarta, “dengan kewajiban menjalankan syariat
Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dihilangkan.

Gagasan itu berlanjut dengan dibentuknya Panitia 9 yang anggotanya diambil
dari 38 anggota BPUPKI. Panitia 9 dibentuk pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia 9
mempunyai tugas untuk merancang sebuah rumusan pembukaan yang disebut
Piagam Jakarta. Pada tanggal 18 Agustus 1945 sehari setelah Proklamasi
kemerdekaan dikumandangkan Piagam Jakarta disahkan menjadi Pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI. Dan kalimat Mukadimah adalah rumusan
kalimat yang diambil dari Piagam Jakarta, “dengan kewajiban menjalankan syariat
Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti dengan kalimat “Ketuhanan Yang Maha

Esa”.

3.2.2. Paham Konstitusionalisme dan Negara Hukum

Sejarah kemerdekaan Indonesia yang terlepas dari penjajahan asing
membuktikan bahwa sejak semula salah satu gagasan dasar dalam membangun
sokoguru Negara Indonesia adalah konstitusionalisme dan paham Negara hukum.

Di dalam Negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional,
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Undang-undang dasar memiliki fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan
pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat
sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga Negara terlindungi.
Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme.

Kepustakaan hukum di Indonesia menjelaskan istilah Negara hukum sudah
sangat popular. Pada umumnya istilah tersebut dianggap merupakan terjemahan
yang tepat dari dua istilah yaitu rechtstaat dan the rule of law. Istilah Rechstaat
(yang dilawankan denga Matchstaat) memang muncul di dalam penjelasan UUD
1945 yakni sebagai kunci pokok pertama dari system Pemerintahan Negara yang
berbunyi “Indonesia ialah Negara yang berdasar atas hukum (rechstaat) dan bukan
berdasar atas kekuasaan belaka (machtstaat)’. Kalau kita lihat di dalam UUD 1945
BAB | tentang Bentuk dan Kedaulatan pasal 1 hasil Amandemen yang ketiga tahu
2001, berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Dari teori mengenai
unsur-unsur Negara hukum, apabila dihubungkan dengan Negara hukum Indonesia
yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dapat ditemukan
unsur-unsur Negara hukum, yaitu : Pertama, adanya pengakuan terhadap jaminan
hak-hak asasi manusia dan warga Negara; Kedua, adanya pembagian kekuasaan;
Ketiga, dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, pemerintah harus selalu
berdasar atas hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis;
Keempat, adanya kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan kekuasaannya
bersifat merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun
kekuasaan lainnya. Hukum obyektif adalah kekuasaan yang bersifat mengatur,
hukum subyektif adalah kekuasaan yang diatur oleh hukum obyektif. Fungsi hukum
sebagai sosial kontrol merupakan aspek yuridis normatif dari kehidupan sosial

masyarakat.
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Efektivitas hukum dalam masyarakat mengandung arti bahwa daya kerja
hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap
hukum. Untuk mengetahui daya ikat konstitusi dalam negara hukum melalui tiga jalur
pendekatan yaitu pendekatan aspek hukum, aspek polittk dan aspek moral.
Sebenarnya pada hakikatnya persoalan efektifitas hukum seperti yang diungkapkan
Dr. Syamsuddin Pesamai, SH., MH., dalam bukunya Sosiologi dan Sosiologi Hukum,
persoalan efektifitas hukum memiliki hubungan yang sangat erat dengan persoalan
penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi
tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis,
juridis dan sosiologis.

Membahas ketidakefektifan hukum, ada baiknya juga memperhatikan faktor-
faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu penerapan huku. Hal ini sejalan dengan
apa yang diungkapkan Ishag, SH., M.Hum., dalam bukunya dasar-dasar ilmu hukum
yang mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga dampak positif dan negatifnya
terletak pada isi faktor tersebut. Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor tersebut
ada lima, yaitu : Hukumnya sendiri; Penegak hokum; Sarana dan fasilitas;

Masyarakat; dan Kebudayaan.

3.2.3. Pembukaan dan Pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
Pembukaan UUD 1945 terdiri atas empat alinea yang masing-masing
memiliki spesifikasi tersendiri bila ditinjau dari segi ilainya. Aline pertama, kedua dan
ketiga memuat pernyataan yang tidak memiliki hubungan kausal organis dengan
pasal-pasal di dalam UUD 1945. Bagian-bagian tersebut memuat serangkaian

pernyataan yang menjelaskan peristiwa yang mendahului terbentuknya Negara

29



Indonesia. Sementara itu, alinea keempat memuat pernyataan mengenai keadaan
setelah Negara Indonesia terbentuk dan aline ini memiliki huungan yang bersifat
kausal organis dengan pasal-pasal UUD 1945.

Pembukaan UUD 1945 berisi hal-hal yang bersifat fundamental dan asasi
bagi bangsa Indonesia. Pada hakikatnya, kedudukannya tetap dan tidak diubah
seperti telah ditetapkan oleh MPR/MPRS yang antara lain mengeluarkan Ketetapan
MPR No. 20/MPR/1966, No. 9/MPR/1978 serta No. IlI/MPR/1983. Hasil sidang
tahunan MPR tahun 2002, yaitu Pasal Il Aturan Tambahan menegaskan bahwa
UUD 1945 terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal. Maka jelaslah bahwa
Pembukaan UUD 1945 baik secara formal maupun material tidak dapat diubah oleh
siapapun. Sebab secara material memuat Pancasila sebagai dasar filsafat negara
Indonesia.

Kaitannya dengan tertib hukum Indonesia, pembukaan UUD 1945 memiliki
dua aspek yang sangat fundamental, yaitu memberikan faktor-faktor mutlak bagi
terwujudnya tertib hukum Indonesia dan termasuk dalam tertib hukum Indonesia
sebagai tertib hukum tertinggi. Sementara kedudukan Pancasila, sebagaimana
tercantum dalam pembukaan UUD 1945, adalah sebagai sumber dari segala
sumber hukum Indonesia.

Berdasarkan penjelasan tentang isinya Pembukaan UUD 1945 yang termuat
dalam Berita RI tahun Il No. 7, Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok
pikiran yang meliputi suasana kebatinan Negara Indonesia serta yang mewujudkan
suatu cita-cita hukum dengan menguasai dasar tertulis (UUD) maupun tidak tertulis.
Adapun pokok-pokok pikiran tersebut diwujudkan dalam pasal-pasal UUD 1945

sebagai sumber hukum positif Indonesia.
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Sebagaimana isi yang terkandung dalam penjelasan resmi pembukaan UUD
1945, nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 selanjutnya
diwujudkan ke dalam pasal-pasal UUD 1945 dan kemudian dijabarkan dalam
peraturan-peraturan hukum positif di bawahnya seperti Ketetapan MPR, UU,
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, PP dan peraturan-peraturan
lainnya. Maka seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus
bersumber pada Pembukaan UUD 1945 yang mengandung asas kerohanian negara

atau dasar filsafat negara RI.

3.2.4. Tema-tema Pokok dalam Batang Tubuh
Secara umum, Batang Tubuh UUD 1945 memuat pasal-pasal yang berisi
materi tentang : Negara;, memuat ketentuan-ketentuan lain sebagai pelengkap,

seperti bendera, bahasa dan perubahan UUD 1945. Batang Tubuh UUD 1945

memiliki 3 sifat utama, yaitu :

a. Fleksibel, Elastis dan Supel; artinya dapat mengikuti perkembangan zaman,
kapan saja dapat berlaku, sejak dulu hingga sekarang dan sampai kapanpun.

b. Tidak Rigid (tidak kaku); artinya isi Batang Tubuh UUD 1945 dapat diselami
setiap warga negara Indonesia secara keseluruhan, siapa saja menjadi WNI
mampu menyeleminya

c. Luwes (gemulai); maksudnya dapat dilaksanakan oleh setiap warga Negara
Indonesia di semua tempat, di sembarang ruang dan di mana saja dapat

dipraktekan.
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3.2.5. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945

Jarang sekali sebuah negara mengadakan perubahan sebagian dari UUD-
nya karena perkemabangan tata kehidupan sosial politik yang tak terelakan. Dalam
konteks ini, perubahan isu-isu global seperti demokrasi dan HAM tak bisa disangkal
ikut menjadi faktor pendorong perubahan UUD suatu negara, tak terkecuali
Indonesia dengan UUD 1945. Perubahan inilah yang dikenal sebagai amandemen.
Sederhananya, amandemen adalah proses perubahan maupun
pengurangan/penghilangan ketentuan tertentu. Penting dicatat, amamdemen hanya
merubah sebagian (kecil) dari peraturan.

Sejarah amandemen UUD 1945 terhitung sudah empat kali UUD 1945
mengalamai amandemen (amandemen, perubahan tetapi bukan dalam pengertian
pergantian) yaitu :

a. Amandemen |

Amandemen yang pertama kali ini disahkan pada tanggal 19 oktober 1999 atas

dasar SU MPR 14-21 Oktober 1999. Amandemen yang dilakukan terdiri dari 9

pasal, yakni : pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 17,

pasal 20, pasal 21.

Inti dari amandemen pertama ini adalah pergeseran kekuasaan Presiden yang

dipandang terlalu kuat (executive heavy)

b. Amandemen Il
Amandemen yang kedua disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000 dan disahkan
melalui sidan gumum MPR 7-8 Agustus 2000. Amandemen yang dilakukan
terdiri dari : Pasal 18, pasal 18A, pasal 18B, pasal 19, pasal 20, pasal 20A, pasal

22A, pasal 22B, pasal 25E, pasal 26, pasal 27, pasal 28A, pasal 28B, pasal 28C,
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pasal 28D, pasal 28E, pasal 28F, pasal 28G, pasal 28H, pasal 28I, pasal 28J,
pasal 30 pasal 36B, pasal 36C. Bab IXA, Bab X, Bab, XA, Bab XII, Bab XV, Ps.
36A ;

inti dari amandemen kedua ini adalah Pemerintah Daerah, DPR dan

Kewenangannya, HAM, Lembaga Negara dan Lagu Kebangsaan.

Amandemen lll

Amandemen ketiga disahkan pada tanggal 10 November 2001 dan disahkan
melalui ST MPR 1-9 November 2001. Perubahan yang terjadi dalam
amandemen ketiga ini terdiri dari 3 Bab dan 22 Pasal. Berikut ini detil dari
amandemen ketiga : Pasal 1, pasal 3, pasal 6, pasal 6A, pasal 7A, pasal 7B,
pasal 7C, pasal 8, pasal 11, pasal 17, pasal 22C, pasal 22D,pasal 22E, pasal
23, pasal 23A, pasal 23C, pasal 23E, pasal 23F, pasal 23G, pasla 24, pasal
24A, pasal 24C. Bab VIIA, Bab VIIB, Bab VIIIA.

Inti perubahan yang dilakuakn pada amandemen ketiga ini adalah bentuk dan
kedaulatan Negara, Kewenangan MPR, Kepresidenan, Impeachment, Keuangan

Negara, Kekuasaan Kehakiman.

Amandemen IV

Sejarah amandemen UUD 1945 yangterakhir in disahkan pada tanggal 10
Agustus 2002 melalui ST MPR 1-11 Agustus 2002. Perubahan yang terjadi pada
amandemen ke-4 ini terdiri dari 2 Bab dan 13 Pasal. Yaitu : Pasal 2, pasal 6A,
pasal 8, pasal 11, pasal 16, pasal 23B, pasal 23D, pasal 24, pasal 31, pasla 32,
pasal 33, pasal 34, pasal 37. Bab XIII, Bab XIV.

Inti perubahan amandemen keempat : DPD sebagai bagian MPR, Penggantian

Presiden, pernyataan perang, perdamaian dan perjanjian, mata uang, bank
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sentral, pendidikan keudayaan, perekonomian nasional dan kesejateraan sosal,
perubahan UUD.
Secara umum beberapa alasan mendasar dilakukan amandemen atas UUD
1945 adalah :
a. Lemahnya checks and balances pada institusi-institusi ketatanegaraan
b. Executive heavy, kekuasaan terlalu dominan berada di tangan Presiden (hak
prerogatif dan kekuasaan legislatif)
c. Pengaturan terlalu fleksibel (pasal 7 UUD 1945 sebelum amandemen)
d. Terbatasnya pengaturan jaminan akan HAM.
Dengan demikian tujuan dari dilakukannya amandemen UUD 1945 yang terjadl
hingga 4 kali ini adalah menyempurnakan aturan-aturan mendasar seperti tatanan
negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara
demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan

aspirasi dan kebutuhan bangsa.

3.3. Bhinneka Tunggal Ika
3.3.1. Perspektif Historis, Sosiologi dan Antropologis

Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharmma Mangrwa dilontarkan secara lebih
nyata masa Majapahit sebenarnya telah dimulai sejak masa Wisnuwarddhana,
ketika aliran Tantrayana mencapai puncak tertinggi perkembangannya, karenanya
Narayya Wisnuwarddhana didharmakan pada dua loka di Waleri bersifat Siwa dan di
Jajaghu (Candi Jago) bersifat Buddha. Juga putra mahkota Kertanegara (Nararyya
Murddhaja) ditahbiskan sebagai JINA = Jnyanabajreswara atau Jnyaneswarabajra.
Inilah fakta bahwa Singhasari merupaakn embrio yang menjiwai keberadaan dan

keberlangsungan kerjaan Majapahit. Perumusan Bhinneka Tunggal lka Tan Hana
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Dharmma Mangrwa oleh Mpu Tantular pada dasarnya adalah sebuah pernyataan
daya kreatif dalam paya mengatasi keanekaragaman kepercayaan dan keagamaan,
sehubungan dengan usaha bina negara kerajaan Majapahit kala itu. Di kemudian
hari, rumusan tersebut telah memberikan nilai-nilai inspiratif terhadap sistem
pemerintahan pada masa kemerdekaan, dan bahkan telah berhasil menumbuhkan
rasa dan semangat persatuan masyarakat indonesia. Itulah sebab mengapa
akhirnya Bhinneka Tunggal lka — Kakawin Sutasoma (Purudasanta) diangkat
menjadi semboyan yang diabadikan lambang NKRI Garuda Pancasila.

Mengutip dari Kakawin Sutasoma (Purudasanta), pengertian Bhinneka
Tunggal lka lebih ditekankan pada perbedaan bidang kepercayaan juga anekaragam
agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit. Sementara dalam
lambang NKRI, Garuda Pancasila, pengertiannya diperluas, menjadi tidak terbatas
dan diterapkan tidak hanya pada perbedaan kepercayaan dan keagamaan,
melainkan juga terhadap perbedaan suku, bahasa, adat istiadat (budaya) dan beda
kepulauan (antara nusa) dalam kesatuan nusantara raya.

Sesuai makna semboyan Bhinneka Tunggal lka yang dapat diuraikan Bhinna-
Ika-Tunggal-la berarti berbeda-beda tetapi pada hakekatnya satu. Sebab meskipun
secara keseluruhannya memiliki perbedaan tetapi pada hakekatnya satu, satu
bangsa dan negara Republik Indonesia.

Lambang NKRI Garuda Pancasila dengan Semboyan Bhinneka Tunggal lka
ditetapkan Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 1951, pada tanggal 17 Oktober
diundangkan pada tanggal 28 Oktober 1951 tentang Lambang Negara. Bahwa
usaha bina negara baik pada masa pemerintahan Majapahit maupun pemerintah
NKRI berlandaskan pada pandangan sama yaitu semangat rasa persatuan,

kesatuan dan kebersamaan sebagai modal dasar dalam menegakkan negara.
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3.3.2. Makna dan Fungsi Seloka Bhinneka Tunggal lka

Sebagai semboyan bangsa indonesia, Bhinneka Tunggal lka mengandung
makna yang penting karena pengertian atau makna yang terkandung dalam seloka
tersebut itulah kiranya yang menuntun pemahaman bangsa indonesia bahwa
walaupun kita memiliki keanekaragaman dalam banyak hal akan tetapi tetap satu jua
adanya.

Bangsa indonesia terdiri atas bermacam-macam suku bangsa yang
mempunyai keanekaragaman sejarah, adat istiadat, bahasa serta kebudayaan
sendiri-sendiri. Keanekaragaman tersebut tidak menjadi penghalang, bahkan
dianggap sebagia kekayaan bangsa Indonesia. Hal itu diwujudkan di dalam
semboyan nasional Indonesia “Bhinneka Tunggal Ika” seperti yang terdapat pada
lambang negara Indonesia. Ungkapan Bhinnekaa Tunggal lka tersebut berasal dari
bahasa Sanskrit yang terdapat dalam buku Sutasoma karangan Mpu Tantular pada
jaman Majapahit.

Semenjak masa-masa permulaan kemerdekaan bangsa Indonesia semboyan
tersebut senantias digunakan sebagai semboyan nasional yang digunakan untuk
mendorong semangat persatuan bangsa. Semboyan tersebut memesankan
keanekaragaman Indonesia yang senantias dipelihara dan dipandang sebagai aset
nasional Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna dalam
Persatuan Indonesia sebagaimana diketahui bersama bahwa walupun bangsa
Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang memiliki kebudayaan dan
adat-istiadat yang beraneka ragam namun keseluruhannya merupakan suatu
persatuan. Penjelmaan persatuan bangsa dan wilayah negara Indonesia tersebut
disimpulkan dalam PP No 66 tahun 1951, 17 Oktober diundangkan tanggal 28

Nopember 1951, dan termuat dalam Lembaran Negara No Il tahun 1951. Makna
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Bhinneka Tunggal lka yaitu meskipun bangsa dan negara Indonesia terdiri atas
beraneka ragam suku bangsa yang memiliki kebudayaan dan adat-istiadat yang
bermacam-macam serta beraneka ragam kepulauan wilayah negara Indonesia
namun keseluruhannya itu merupakan suatu persatuan yaitu bangsa dan negara
Indonesia. Keanekaragaman tersebut bukanlah merupakan perbedaan yang
bertentangan namun justru keanekaragaman itu bersatu dalam satu sintesa yang
pada gilirannya justru memperkaya sifat dan makna persatuan bangsa dan negara
Indonesia.

Menurut perkiraan para ahli, bangsa Indonesia terdiri atas lebih dari 300 suku
bangsa atau golongan etnik. Sebagai contoh dapat disebut suku bangsa Aceh,
Gayo, Batak, Minangkabau dan Melayu di Sumatera; Suku bangsa Jawa dan Sunda
di Jawa; suku bangsa Banjar dan Dayak di Kalimantan; suku bangsa Bugis, Mandar,
Toraja, Makasar, Buton, Minahasa di Sulawesi; suku bangsa Ambon, dan Kei di
Maluku; suku bangsa Irian di Papua; suku bangsa Timor, Flores dan Sumba di Nusa
Tenggara Timur; suku bangsa Sasak dan Bima di Nusa Tenggara Barat serta suku
bangsa Bali di Bali. Perkembangan sejarah dan kessatuannya dengan lingkungan
alam yang didiami selama berabad-abad memberikan khusus pada kebudayaan
suku bangsa tersebut. Karena itulah setiap suku bangsa memiliki ciri tersendiri yang
berbeda-beda dengan suku yang lainnya, contoh nyata adalah bahasa, tiap daerah
di Indonesia memiliki bahasa yang berbeda-beda. Misalnya orang Aceh berbahasa
Aceh, orang Tapanuli berbahasa Batak, orang Sumatera Barat berbahasa Minang,
orang Sulawesi Selatan berbahasa Bugis dan Ternate, dan orang Sunda berbahasa
Sunda. Apa yang dikemukakakan tersebut hanya sekedar contoh keanekaragaman
dalam bahasa. S.J. Esser mencatat 102 bahasa daerah di seluruh Nusantara, yang

jika dirinci lagi dialeknya, maka jumlahnya akan jauh lebih besar, di Papua saja
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terdaapt 185 bahasa lokal. Namun demikian bahasa Melayu (Melayu Kuno) sudah
digunakan sebagai bahasa pengantar di Nusantara seja abad ke-13. Hal itulah yang
mempermudah bangsa Indonesia menyepakati menetapkan bahasa Indonesia
melalui Sumpah Pemuda pada tahun 1928 untuk menggunakan bahasa Indonesia
sebagai bahasa persatuan.

Konsep Bhinneka Tunggal lka adalah sebuah semboyan yang dijadikan dasar
Negara Indonesia. Oleh sebab itu, Bhinneka Tunggal Ika patut dijadikan sebagai
landasan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan di dalam bangsa Indonesia.
Kita sebagai generasi selanjutnya yang bisa menikmati kemerdekaan dengan
mudah, haruslah bersungguh-sungguh dalam menerapkannya dalam kehidupan
sehari-hari. Kita dapat saling menghargai dengan masyarakat tanpa saling
memikirkan percampuran suku bangsa, ras, agama, bahasa, dan keaneka ragaman
lainnya. Tanpa adanya kesadaran di dalam diri rakyat Indonesia, maka pantaslah

Indonesia akan hancur dan terpecah belah.

3.3.3. Perkembangan Kebhinnekaan

Bangsa indonesia merupakan bangsa yang terkenal dengan
kemajemukannya terdiri dari berbagai suku bangsa dan hidup bersama Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibungkus semangat Bhinneka Tunggal Ika.
Dalam kemajemukan tersebut dikaitkan dengan modernisasi dan kemajuan zaman,
maka menimbulkan dua sisi mata uang yhang berbedda dalam hal mengikuti alur
modernisasi dan kemajuan zaman. Disatu sisi terjadi perubahan sosial yang oleh
sebagian masyarakat di indonesia dapat dimangaatkan sehingga membawa
kemajuan dan di sisi lain menimbulkan ketertinggalan dan keterpencilan pada

kelompok masyarakat lain yang disebabkan oleh faktor keterikatan kultur/adat,
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agama maupun lokasi, mereka inilah yang disebut masyarakat hukum adat, yang
hidup terpencil dengan budaya dan agama yang mereka anut. Namun akibat
perkembangan, masyarakat adat menjadi tersingkir karena dianggaap primitive dan
tertinggal dan butuh sentuhan lain agar mereka menjadi tidak tertinggal. Padahal
negara kita adalah negara hukum dimana konstitusi memberikan jaminan agar
setiap warga masyarakat dilindungi beserta haknya. Pengakuan yang sama juga
diberikan kepada masyarakat hukum adat dimana hak mereka juga dilindungi oleh
konstitusi. Jadi kewajiban negaralah untuk memberikan pengakuan dan
perlindungan bagi masyarakat hukum adat untuk tetap hidup dalam ketertinggalan
dan keterbelakngan, sepanjang hal tersebut merupakan adat-istiadat yang dipegang
teguh.

Ancaman lain adalah adanya kecenderungan negara untuk tidak mengakui
bahwa telah menghilangkan budaya-budaya atau aliran-aliran kepercayaan lokal,
yang dapat dilihat dengan diakuinya enam agama-agama yang notabene bukan
berasal dari masyarakat Indonesia. Hal lain yang menjadi ancaman serius bagi
keberadaan masyarakat adat adalah kepentingan global yang didorong oleh
korporasi-korporasi raksasa melalui sebuah skenario liberalisasi untuk menguasai
sumber daya alam Indonesia yang mana sangat meminggirkan hak ulayat
masyarakat adat yang notabene adalah pemilik sah sumber daya alam tersebut jauh
sebelum Indonesia dicetuskan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Berbicara mengenai masyarakat tidak akan terlepas dari Budaya yang
dipengaruhi agama yang mereka anut atau juga sebaliknya agama yang
mempengaruhi budaya yang mereka miliki. Sepanjang perjalanan sejarah
peradaban kita Indonesia, kehidupan budaya berbanding terbalik kehidupan agama

masyarakatnya. Misalnya saja kehidupan kerajaan Sriwijaya dan Majapahit
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dipengaruhi oleh agama Hindu, sehingga budaya yang berkembangpun budaya

Hindu begitupun kehidupan kerajaan Islam di Indonesia.

3.3.4. Landasan Teoretis
Terdapat beberapa landasan teoretis, berupa prinsip-prinsip utama Bhinneka

Tunggal lka, di antaranya adalah :

a. Dalam rangka membentuk kesatuan dari keanekaragaman tidak terjadi

pembenturan konsep baru dari keanekaragaman konsep-konsep yang terdapat
pada unsur-unsur atau komponen bangsa.
Suatu contoh di negara tercinta in iterdapat aneka ragam agama dan
kepercayaan. Dengan ketunggalan Bhinneka Tunggal lka tidak dimaksudkan
untuk membentuk agama baru. Setiap agama diakui seperti apa adanya, namun
dalam kehidupan beragama di Indonesia dicari Common Denominator, yakni
prinsip-prinsip yang ditemui dari setiap agama yang memiliki kesamaan, dan
Common Denominator ini yang kita pegang sebagai ke-tunggalan, untuk
kemudian dipergunakan sebagai acuan dalam hidup berbangsa dan bernegara.
Demikian pula halnya dengan adat budaya daerah, tetap diakui eksistensinya
dalam NKRI yang berwawasan kebangsaan.

b. Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat sektarian dan eksklusif, hal ini bermakna
bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak mengakui harkat dan
martabat pihak lain.

Pandangan sektarian dan eksklusif ini akan memicu terbentuknya “keakuan” yan
berlebihan dengan tidak atau kurang memeperhitungkan pihak lain, memupuk
kecurigaan, kecemburuan, dan persaingan yang tidak sehat. Bhinneka Tunggal

Ika bersifat Inklusif yang bermakna pengakuan keanekaragam sebagai suatu
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kenyataan dalam hidup berbangsa dan bernegara agar mengarah tumbuh
kembangnya sikap kebersamaan, toleransi, kerjasama, saling mempercayai dan
memperhatikan pihak lain.

c. Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat formalistis tetapi dilandasi oleh sikap saling
mempercayai, saling menghormati, saling mencintai dalam hidup rukun dan
damai.

Hanya dengan cara demikian maka keanekaragaman dapat dirangkai dalam
persatuan kebangsaan.

d. Bhinneka Tunggal Ika bersifat konvergen tidak divergen, yang bermakna
perbedaan yang terjadi dalam keanekaragaman tidak dibesar-besarkan, tetapi
dicari titik temu dalam bentuk kesepakatan bersama.

Hal ini akan terwujud apabila dilandasi oleh sikap toleran, non sektarian, inklusif,

akomodatif, gotong royong dalam hidup rukun dan damai.

3.4. Negara Kesatuan Republik Indonesia
3.4.1. Perspektif Historis

Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dapat
dipisahkan dari persitiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, karena melalui
peristiwa proklamasi tersebut bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara
sekaligus menyatakan kepada dunia luar (bangsa lain) bahwa sejak saat itu telah
ada negara baru yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Apabila ditinjau dari sudut hukum tata negara, Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) yang lahir pada tanggal 17 Agustus 1945 belum sempurna
sebagai negara, mengingat saat itu Negara Kesatuan Republik Indonesia baru

sebagian memiliki unsur konstitutif berdirinya negara. Untuk itu PPKI dalam
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sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 telah melengkapi persyaratan berdirinya negara
yaitu berupa pemerintah yang berdaulat dengan mengangkat Presiden dan Wakil
Presiden, sehingga PPKI disebut sebagai pembentuk negara. Disamping itu PPKI
juga telah menetapkan UUD 1945, dasar negara dan tujuannya.

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam sejarahnya dirumuskan
dalam sidang periode Il BPUPKI (10-16 Juli 1945) dan selanjutnya disahkan oleh
PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Adapun tujuan NKRI seperti tercantuk dalam
Pembukaan UUD 1945 alinea IV, meliputi :

a. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia ;

b. Memajukan kesejahteraan umum;

c. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan

d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial (Tujuan NKRI tersebut di atas sekaligus merupakan

fungsi negara Indonesia.)

3.4.2. Makna dan Fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia dilihat dari

Sudut Pandang Geo Strategis dan Geo Politis

Para pendiri bangsa (the founding fathers) sepakat memilih bentuk negara
kesatuan karena bentuk negara kesatuan itu dipandang paling cocok bagi bangsa
indonesia yang memiliki berbagai keanekaragaman, untuk mewujudan paham
negara integralistik (persatuan) yaitu negara hendak mengatasi segala paham
individu atau golongan dan negara mengutamakan kepentingan umum. NKRI adalah
negara yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan (nasionalisme) oleh
bangsa Indonesia, memajukan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
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Fungsi NKRI secara universal selain mencerminkan suasana gerak, aktifitas nyata
dalam mencapai sasaran, juga menggambarkan sisi pelaksanaan/penafsiran dari
tujuan yang hendak dicapai yang bersifaat riil dan konkrit. Secara umum terlepas
dari ideologi yang dianutnya, setiap negara menyelenggarakan beberapa fungsi
minimum yang mutlak harus ada. Fungsi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Melaksanakan penertiba (Law and Order) : untuk mencapai tujuan bersama dan
mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, maka negara harus
melaksanakan penertiban. Dalam fungsi ini negara dapat dikatakan sebagai
stabilisator.

b. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Pertahanan : fungsi
ini sangat diperlukan untuk menjamin tegaknya kedaulatan negara dan
mengantisipasi kemungkinan adanya serangan yang dapat mengancam
kelangsungan hidup bangsa (negara). Untuk itu negara dilengkapi dengan alat
pertahanan. Menegakkan keadilan : fungsi ini dilaksanakan melalui lembaga
peradilan. Keseluruhan fungsi negara tersebut di atas diselenggarakan oleh
pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Fungsi
negara dapat juga diartikan sebagai tugas organisasi negara. Secara umum
tugas negara meliputi :

1. Tugas Essensial adalah memepertahankan negara sebagai organisasi
politik yang berdaulat, meliputi :

2. Tugas internal negara yaitu memelihara ketertiban, ketentraman, keamanan,
perdamaian dalam negara serta melindungi hak setiap orang; dan

3. Tugas eksternal negara yaitu mempertahankan kemerdekaan/kedaulatan

negara.
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4. Tugas Fakultatif adalah menyelenggarakan memperbesar kesejahteraan

umum.

3.4.3. Landasan Teoritis
Secara umum terjadinya NKRI didasari atas pertimbangan-pertimbangan

sebagai berikut :

a. Bahwa terjadinya NKRI merupakan suaut proses yang tidak sekedar dimulai dari
Proklamasi.

b. Proklamasi baru mengantarkan bangsa Indonesia sampai ke pintu gerbang
kemerdekaan

c. Keadaan bernegara yang kita cita-citakan bukanlah sekedar adanya
pemerintahan, wilayah atau rakyat, melainkan harus kita isi menuju keadaan
merdeka, berdaulat, bersatu adil dan makmur

d. Bahwa terjadinya negara adalah karena kehendak seluruh bangsa, bukan
sekedar keinginan golongan atau kelompok

e. Negara terjadi atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa
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BAB IV

AKTUALISASI WAWASAN KEBANGSAAN DAN 4 KONSESUS DASAR

4.1. Aktualisasi Wawasan Kebangsaan

4.1.1. Mengembangkan Sikap Mental Perssatuaan dan Kesatuan
Sejarah mengajarkan pada kita betapa pentingnya menggalang persatuan
dan kesatuan bangsa. Awal perjuangan yang masih bersifat kedaerahan
dapat dengan mudah digagalkan oleh penjajah, karena belum adanya rasa
persatuan dan kesatuan. Namun seiring berjalannya waktu pergerakan
perjuangan nasional dengan rasa persatuan dan kesatuan pun muncul.
Dengan semangat persatuan dan kesatuan inilah bangsa ini dapat melawan
penjajah dan pada akhirnya kemerdekaan dapat diraih.
Di era modern ini tentu rasa persatuan dan kesatuan ini pun harus
ditanamkan pada setiap Warga Negara Indonsia. Karena dengan rasa
persatuan dan kesatuan ini bangsa ini dapat bahu membahu membangun
bangsa ini seperti para pahlawan yang bersatu untuk merebut kemerdekaan
bangsa Indonesia ini.

4.1.2. Menumbuhkembangkan Keikhlasan dan Kejujuran dalam Kehidupan
Bermasyarakat dan Bernegara
Ketika para pendiri Negara hendak merumuskan Pancasila sebagai dasar
Negara, dalam Piagama Jakarta sila pertama dirumuskan “Ketuhana dengan
Kewajiban Menjalankan Sariat Islam Bagi Pemelu-pemeluknya”. rumusan
seperti itu oleh para pendiri Negara dari bagian Indonesia Timur dirasakan

akan menghambat keutuhan bangsa dan Negara Indonesia yang baru saja
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4.1.2.

didirikan, yang akhirnya diapai kesepakatan untuk merumuskan sila pertama
Pancasila sebagai “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dari peristiwa ini ada substansi yang dapat kita ambil yaitu keikhlasana para
tokoh islam sehingga mereka rela mengorbankan kepentingan kelompoknya
demi persatuan dan kesatuan bangsa. Tentu keikhlasan dan kejujuran ini

patut kita contoh demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Bangga Menjadi Warga Negara Indonesia

Kebanggan dalam konteks kehidupan berbangsa tomatis hal ini berarti
nasionalisme, yaitu perasaan cinta terhadap bangsa dan Negara, dan rasa
cinta kepada bngsa dan Negara inilah yang kemudian menjadi kekuatan batin
bagi partisipasi kita dalam pembangunan. Bangga menjadi warga Negara,
berarti kita harus bersiap dan berbuat sesuai dengan nnilai-nilai yang
terkandung dalam Pancasila, utamanya nilai-nilai sila persatuan Indonesia.
Untuk meningkatkan rasa kebanggaan sebagai WNI, harus membiasakan diri
untuk bersikap dan berbuat hal-hal yang tergolong sebagai tuntutan tingkah
laku atau kewajiban-kewajiban moral sehingga mendarah daging dalam
kehidupan kita.

Wawasan Kebangsaan merupakan konsep politik bangsa Indonesia yang
memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, meliputi tanah (darat),
air (laut) termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya dan udara di atasnya
secara tidak terpisahkan, yang mempersatukan bangsa dan negara secara
menyeluruh mencakup segenap bidang kehidupan nasional yang meliputi

aspek ekonomi, politik, sosial budaya, dan hankam.
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Wawasan Kebangsaan sebagai konsepsi politik dan kenegaraan yang
merupakan manifestasi pemikiran politik bangsa Indonesia. Sebagai satu
kesatuan negara kepulauan, secara konseptual, geopolitik Indonesia
dituangkan dalam salah satu doktrin nasional yang disebut Wawasan
Nusantara dan politik luar negeri bebas aktif. Sedangkan geostrategi
Indonesia diwujudkan melalui konsep Ketahanan Nasional yang bertumbuh
pada perwujudan kesatuan ideologi, ekonomi, politik, sosial budaya dan

pertahanan keamanan

4.2. Aktualisasi Pancasila

Aktualisasi Pancasila dapat diklasifikasikan dalam dua jalur utama, yaitu
aktulisasi objektif dan subyektif yang keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak
dapat dipisahkan.

Aktuliasasi objektif adalah aktualisasi dalam bentuk realisasi nilai-nilai
Pancasila pada setiap aspek penyelenggaraan Negara, baik di bidang legislatif,
eksekutif, maupun yudikatif dan semua bidang kenegaraan dan terutama
realisasinya dalam bentuk peraturan perundang-undangan Negara Indonesia.

Aktualisasi subyektif, artinya pelaksanaan dalam pribadi setiap warga Negara,
setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa dan setiap orang Indonesia.
Menurut Notonegoro aktualisasi pancasila secara subyektif ini memegang peranan
sangat penting, karena sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan Pancasila. Aktualisasi subyektif ini menurut Notonegoro dibentuk
secara berangsur-angsur melalui proses pendidikan, baik pendidikan formal, non-

formal, maupun informal di lingkungan keluarga dan masyarakat. Hasil yang akan
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diperoleh berupa pengetahuan, kesadaran, ketaatan, kemampuan dan kebiasaan,
mentalitas, watak dan hati nurani yang dijiwai oleh Pancasila.

Namun demikian, sebaik apa pun produk perundang-perundangan, jika tidak
dilaksanakan oleh para penyelenggara negara maka tidak akan ada artinya,
sebaliknya apa pun, banyak produk perundang-undangan yang terkesan tumpang
tindih sehingga hanya mampu menghasilkan produk perundang-undangan namumn
lalai dalam realisasi dan controlingnya. Indonesia merupakan negara yang menurut
hemat kami memiliki produk hukum atau aturan yang sudah mencakup secara
menyeluruh kebutuhan masyarakatnya, akan tetapi yang menjadi rancu adalah
sering ditemukan aparatur yang lalai, bahkan menyimpang dari aturan yang ada
tersebut.

Sikap mental penyelenggara negara apabila tidak didukung oleh sistem dan
struktur yang kondusif maka tidak akan menghasilkan sesuatu yang maksimal.
Dengan kata lain, aktualisasi Pancasila secara objektif sebagai Dasar Negara
membawa implikasi wajib hukum, artinya ketidaktaatan pada Pancasila dalam artian
ini dapat dikenal sanksi yang tegas secara hukum, sedangkan aktualisasi Pancasila
secara subyektif membawa implikasi wajib moral. Artinya sanksi yang muncul lebih

sebagai sanksi dari hati nurani atau masyarakat.

4.3. Aktulisasi Undang-Undang Dasar 1945

Seperti halnya aktualisasi Pancasila, aktualisasi UUD 1945 juga dapat
diklasifikasikan menjadi dua aktualisasi yaitu aktualisasi objektif dan subjektif.
Aktualisasi objektif adalah aktualisasi dalam bentuk realisasi nilai-nilai UUD 1945
pada setiap aspek penyelenggaraan Negara, baik di bidang legislatif, eksekutif,

maupun yudikatif dan semua bidang kenegaraan.
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Aktualisasi subjektif artinya pelaksanaan dalam pribadi masing-masing warga
Negara dan tiap penguasa (pemerintah) Indonesia. Banyak pihak meyakini,
aktualisasi UUD 1945 secara subjektif ini memegang peranan sangat penting,
karena sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kehidupan
berbangsa dan bernegara. Saatnya tiap warga negara dan aparatur negara
indonesia mengaktualisasikan butir-butir UUD negara RI 1945 secara sungguh-
sungguh. Satu di antara kesungguhan itu adalah dengan memahami pasal-pasal
hasil amandemen sebagaimana diuraikan di atas dan menghindari (bagi pemerintah
pusat dan daerah) pembuatan peraturan pemerintah yang tidak sejalan dengan

Pancasila dan UUD Negara Rl 1945.

4.4. Aktualisasi Bhinneka Tunggal lka

Adanya kemajemukan sistem budaya telah diakui sebagaimana tercermin
dalam semboyan “Bhinneka Tunggal |ka”. Kata Bhinneka Tunggal lka diadopsi
sebagai salah satu upaya untuk memayungi keanekaragaman yang ada serta
strategi untuk mempersatukan berbagai kelompok etnik yang ada dalam suatu
ikatan yang berorientasi ke masa depan. Paham “berbeda-beda tapi tetap satu”
dalam kenyataannya hanya indah untuk didengar dan diucapkan, namun amat sulit
untuk diwujudkan sebab secara konseptual paham tersebut sudah membawa suatu
kontradiksi. Idealnya ketunggal-ikaan tidak boleh mematikan kebhinekaan.

Bhinneka Tunggal lka dapat diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara melalui beberapa langkah, diantaranya :
a. Berperilaku Inklusif

Kehidupan bersama yang menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika

memandang bahwa seseorang baik sebagai individu atau kelompok masyarakat
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merasa dirinya merupakan bagian dari kesatuan masyarakat yang lebih luas.
Berapapun besar dan penting kelompoknya dalam kehidupan bersama tetapi
tidak memandang rendah dan menyepelekan kelompok yang lain, masing-
masing memiliki peran yang bermakna dan tidak dapat diabaikan dalam

kehidupan bersama.

. Mengakomodasi Sifat Pluralistik

Bangsa indonesia sangat pluralistik ditinjau dari keragaman agama yang dipeluk
oleh masyarakat, aneka adat adat budaya yang berkembang di daerah, suku
bangsa dengan bahasanya masing-masing, dan menempati ribuan pulau yang
terpisah-pisah. Tanpa memahami makna pluralistik dan bagaimana cara
mewujudkan persatuan dalam keanekaragaman secara tepat, akan dapat
dengan mudah terjadi disintegrasi bangsa. Sifat toleran, saling menghormati,
mendudukan masing-masing pihak sesuai dengan peran, harkat dan
martabatnya secara tepat, tidak memandang remeh pada pihak lain, apalagi
menghapus eksistensi kelompok dari kehidupan bersama, merupakan syarat
bagi lestarinya negara-negara indonesia. Kerukunan hidup perlu dikembangkan
dengan sepatutnya. Suatu contoh sebelum terjadi reformasi, di Ambon berlaku
suatu pola kehidupan bersama yang disebut pola gandong, suatu pola
kehidupan masyarakat yang tidak melandaskan diri pada agama, tetapi semata-
mata pada kehidupan bersama dalam wilayah tertentu. Pemeluk berbagai
agama hidup sangat rukun, bantu membantu dalam kegiatan yang tidak bersifat
ritual keagamaan. Mereka tidak membedekan suku-suku yang berdiam di
wilayah tersebut, dan sebagainya. Sayangnya dengan proses reformasi yang
mengusung kebebasan, pola kehidupan masyarakat yang demikian ideal ini

nampak menjadi lemah.
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c. Tidak Mencari Menangnya Sendiri
Menghormati pendapat pihak lain, dengan tidak beranggapan bahwa
pendapatnya sendiri yang paling benar, dirinya atau kelompoknya yang paling
hebat perlu diatur dalam menerapkan Bhinneka Tunggal lka. Dapat menerima
dan memberi pendapat merupakan hal yang harus berkembang dalam
kehidupan yang beragam. Perbedaan ini tidak untuk dibesar-besarkan, tetapi
dicari titik temu. Bukan dikembangkan divergensi, tetapi yang harus diusahakan
adalah terwujudnya konvergensi dari berbagai keanekaragaman. Untuk itu perlu

dikembangkan musyawarah untuk mencapai mufakat

4.5. Aktualisasi Cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia
Sebagai warga negara kita memiliki kewajiban mencintai dan
mempertahankan NKRI. Untuk mewujudkan hal tersebut, langkah-langkah yang
harus dilakukan, diantaranya adalah :
a. Menanamkan Nilai-Nilai Pancasila Sejak Dini
Mempertahankan pemahaman yang benar tentang Negara Kesatuan Republik
Indonesia, Pancasila menjadi suatu yang dinilai penting saat ini. Menurut
Wawan, pemahaman Pancasila harus kembali digelorakan karena ini menjadi
alat pemersatu bangsa dalam mempertahankan keutuhan NKRI. Dengan
pendidikan Pancasila akan meningkatkan akhlak mulia dan pembangunan
karakter bangsa. Sebagai ideologi dan dasar negara Pancasila mempunyai
fungsi sebagai acuan dalam mempersatukan Indonesia.
b. Memperkuat Ketahanan Nasional dan Bela Negara
Ketahanan Nasional sebagai komponen utama dalam pertahanan negara meiliki

tugas pokok menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan
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wilayah NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap
bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan
terhadap keutuhan bangsa dan negara. Bela Negara merupakan tugas dalam
menjaga keutuhan wilayah NKRI adalah mempertahankan kesatuan wilayah
kekuasaan negara dengan segala isinya. Sedangkan melindungi segenap
bangsa dan seluruh tumpah darah adalah melindungi jiwa, kemerdekaan dan
harta benda setiap warga negara. Untuk mengamankan dan mempertahankan
keutuhan NKRI dan melindungi segenap bangsa dari berbagai ancaman
dibutuhkan komponen pertahanan yang kuat.
Menggalakan Sosialisasi dan Implementasi Wawasan Nusantara
Memperkokoh wawasan nusantara sebagai wawasan nasional sebagai upaya
membangkitkan rasa kebangsaan dan kepedulian terhadap wilayah NKRI.
Dalam pelaksanaannya, wawasan nusantara mengutamakan kesatuan wilaya
dan menghargai kebhinekaan untuk mencapai tujuan nasional.
Wawasan nusantara memiliki beberapa fungsi yaitu :
1) Wawasan nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional
Wawasan nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional,
pertahanan, kemanan dan kewilayahan.
2) Wawasan nusantara sebagai wawasan pembangunan
Mempunyai cakupan kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan
ekonomi, kesatuan sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan

keamanan.
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3) Wawasan nusantara sebagai wawasan pertahanan dan kemanan Negara
Merupakan pandangan geopolitik indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia
sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan
negara.

4) Wawasan nusantara sebagai wawasan kewilayahan
Sehingga berfungsi dalam pembatasan negara, agar tidak terjadi sengketa
dengan negara tetangga. Menumbuhkan rasa nasionalisme, nasionalisme
adalah satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan
sebuah negara dengan mewujudan satu konsep identitas bersama untuk
sekelompok manusia. Dengan adanya rasa nasionalisme masyarakat akan
lebih mengerti arti sebuah negara, dan akan berusaha mempertahankan
negaranya. Tentu saja nasionalisme yang hendak dikembangkan adalah rasa
dan semangat nasionalisme yang tidak sempit yang menganggap serba
benar apa saja yang terkait dengan tanah air Indonesia; tetapi sebuah konsep
nasionalisme yang inklusif yang memandang semua manusia adalah sama
dan memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap tanah airnya. Sebuah
nasionalisme yang berdimensi spiritual yang mencintai negara sebagai
bagian dari pada keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam
kehidupan sehari-hari, bangga dan menggunakan produk dalam negeri
adalah salah satu sikap nasionalisme yang relevan degnan situasi dewasa ini
di mana era pasar bebas sekaligus menjadi era ujian bagi bangsa Indonesia
untuk lebih mencintai karya anak bagsa dibanding produk impor. Pada
akhirnya rasa dan semangat nasionalisme akan berdampak pada lahirnya

semangat persatuan dan kesatuan di kalangan bangsa Indonesia.
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BAB V

PENUTUP

Wawasan kebangsaan dapat dimulai dari diri sendiri, kemudian keluarga,
komunitas, hingga skala yang lebih besar seperti negara. Empat konsensus dasar
merupakan aspek penting yang harus ditanamkan mulai dari diri sendiri. nilai-nilai
dalam empat konsensus dasar mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945,
NKRI, dan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Dalam semboyan tersebut menekankan
pada aspek persatuan dalam setiap perbedaan yang ada. “Setiap agama, aliran, dan
pemikiran tertentu selalu memiliki makna dan tujuan yang sama, sebabnya
persatuan merupakan hal yang mutlak dalam keberagaman yang ada.

Selain itu, pada pelaksanaanya, Pancasila sebagai dasar negara mempunyai
peranan penting dalam segala aspek kehidupan. Kemudian, hal tersebut diatur
dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya memuat tujuan pembangunan
berbangsa dan bernegara. Konsensus dasar tersebut, kemudian menjadi empat
konsensus dasar seutuhnya dan berlaku untuk seluruh Warga Negara Indonesia

dalam cakupan NKRI.
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